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ABSTRAK 

 Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sengketa Batas 

Wilayah Laut Natuna Utara Antara Indonesia dan China Menurut Undang-

undang  Nomor 17 Tahun 1985”, ni membahas tentang Sengketa Batas Wilayah 

Laut Natuna. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menjawab dua 

pertanyaan.  Pertama, Bagaimanakah sengketa batas wilayah Laut Natuna Utara 

antara Indonesia dengan China menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. 

Kedua, Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap sengketa batas wilayah Laut 

Natuna Utara antara Indonesia dengan China menurut Undang-undang Nomor 17 

Tahun 1985. 

 Skripsi ini merupakan hasil penelitian hukum normatif yang bersifat 

kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Library Research 

yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data dari 

karya-karya tertulis, yang sudah maupun yang belum dipublikasi. 

 Dari hasil penelitian literasi ini menghasilkan analisa terhadap 

penyelesaian sengketa batas wilayah Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan 

China. Tujuan dari untuk memberikan kemudahan kepada Menteri Pertahanan 

dari kedua negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.  

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia dapat menyelesaika 

Sengketa batas wilayah laut ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 2 ayat 3 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisikan apabila ada negara anggota 

Konvensi yang melanggar ketentuan konvensi yang sudah ditetapkan maka harus 

menyelesaikan melalui jalan damai. Sebab dalam menangani persengketaan 

antara Indonesia dan China, pemerintah Indonesia memilih jalur damai yang 

sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Fiqh siyasah terhadap sengketa batas 

wilayah laut Natuna Utara termasuk dalam kategori siyasah dusturiyah yang 

membahas tentang wazir atau pembantu Imamah yang dapat diartikan sebagai 

menteri yang bertugas menyelesaikan permasalahan internal dan eksternal dalam 

negara dan sebagai pengawas administrasi negara. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

Menurut pasal 25A UUD 1945 Tentang Wilayah, ‚Negara Kesatuan 

Republik Indonesia adalah suatu Negara kepulauan yang berciri Nusantara 

dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-

undang‛
1
. Ketentuan pasal 25A tersebut menegaskan kembali, bahwa adanya 

wilayah merupakan salah satu syarat berdirinya suatu Negara. Dalam 

konstitusi Negara-negara di dunia ini terdapat beragam cara dalam 

merumuskan wilayahnya. Ada yang menggunakan garis lintang dan garis 

bujur, ada yang pula dengan cara menjelaskan kondisi kewilayahannya.  

Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menganut cara yang terakhir
2
. 

Pulau Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. 

Sedangkan laut Natuna berada di salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Laut Natuna merupakan laut Indonesia 

yang berbatasan langsung dengan laut China selatan. Laut Natuna merupakan 

wilayah perairan yang kaya akan sumber daya alam berupa minyak bumi, gas, 

dan berbagai jenis ikan yang bernilai jual tinggi
3
.  

                                                           
1
 Pasal 25A UUD 1945 

2
 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 678. 
3
 Fitra Deni dan Lukman Sahri, ‚Upaya Diplomasi Indonesia Tehadap Klaim China Atas Zona 

Ekonomi Eksklusif  Indonesia Di Laut Natuna‛, Jurnal International and Diplomacy\, Vol.3,No.1, 

(Desember, 2017),13. 
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Berdasarkan penelitian identifikasi potensi sumber daya kelautan dan 

perikanan Kepulauan Riau, pada tahun 2011 potensi ikan laut Natuna 

mencapai 504.212,85 ton per tahun. Angka ini hamper 50% dari potensi 

tahunan Kawasan Pengelolaan Perikanan atau WPP 711 (Laut Cina Selatan, 

Laut Natuna dan Selat Karimata) yang bisa mencapai 1.143.341 ton per tahun. 

Sumber daya laut tersebut telah terkonfirmasi dalam Putusan Menteri 

Kelautan dan perikanan RI No. 47 Tahun 2016. Menurut KKP laut Natuna 

dipenuhi oleh berbagai jenis ikan mulai dari ikan pelagis kecil, ikan Demersal, 

ikan Karang, Udang Penaeid, lobster, kepiting, rajingan, hingga cumi-cumi.  

Potensi kedua terkait dengan kandungan minyak dan gas bumi. 

Menurut UNCLOS, negara dengan hak zona ekonomi eksklusif berhak umtuk 

mengeksploitasi sumber daya alam hingga ke dasar laut, terutama bila 

terdapat kandungan migas. Berdasarkan catatan Kementrian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM), blok East Natuna memgandung volume gas di 

tempat (Initial Gas in Plas/ IGIP) sebesar 222 triliun kaki kubik (tcf). Selain 

itu, potensi minyak di blok tersebut mencapai 36 juta barel minyak
4
.  

Karena banyaknya sumber daya alam yang tidak sedikit menyebabkan 

banyaknya kapal-kapal nelayan dari negara lain yang memasuki wilayah 

indonesia secara illegal dan melakukan illegal fishing di perairan laut Natuna. 

Selain itu laut Natuna juga berperan sebagai zona eksklusif Indonesia.  

Dimana pada wilayah ZEE, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat yang antara 

                                                           
4
 Vincent Fabian Thomas, ‚Kekayaan Laut Natuna dan Alasan Kenapa Cina Selalu 

Mengklaimnya‛, https://tirto.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya-

erpk/, ‚diakses pada‛ 24 November 2020. 

https://tirto.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya-erpk/
https://tirto.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya-erpk/
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lain berupa pengelolaan sumber daya ikan, termasuk berhak atas hal-hal yang 

bersifat administratif, misalnya tentang perizinan
5
.  

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 2 Tentang Zona 

Ekonomi Eksklusif Indonesia, zona ekonomi eksklusif indonesia adalah jalur 

di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan 

berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang 

meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 

200 (dua ratus) mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia
6
. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 yang 

mengatur tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of 

The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut) 

menjelaskan bahwa zona ekonomi eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 

mil laut dihitung dari garis dasar atau pangkal darimana lebar Laut Teritorial 

diukur dimana berlaku kebebasan pelayaran, kebebasan transit kapal-kapal 

asing melalui Selat yang di gunakan untuk pelayaran internasional, hak akses 

negara tanpa pantai ke dan dari laut dan kebebasan transit, tetap dihormati 

hak lintas laut damai melalui Laut Teritorial
7
. 

Bila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona 

ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau 

berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara 

                                                           
5
 Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Dan Internasional, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 

2010), 24. 
6
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 

7
 Undang-Undang nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On 

The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)  
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Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Indonesia 

dengan negara yang bersangkutan
8
. Batas zona ekonomi eksklusif antara 

Indonesia dan negara yang bersangkutan adalah garis tengah atau garis sama 

jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar 

Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara 

tersebut. 

Pengaturan batas laut wilayah Indonesia menurut United Nations 

Convention On The law Of The Sea (UNCLOS) yang ditetapkan pada tahun 

1982, menjelaskan bahwa ada tiga kategori batas laut yang diatur dalam 

Hukum Laut Internasional tersebut. Pertama laut teritorial yang diukur 

sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal pulau. Di area ini, Indonesia berdaulat 

penuh (sovereignty) atas segala sumber daya alam. Indonesia memiliki batas 

teritorial yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan negara 

Singapura. Ke dua, landas kontinen. Area ini berupa dasar laut dan tanah 

dibawahnya, lanjutan dari laut teritorial hingga 200 mil laut dari garis pangkal 

pulau. Indonesia hanya memiliki hak berdaulat (sovereign right) untuk 

eksplorasi dan eksploitasi sumber mineral di area ini. Meski begitu, 

pemanfaatan landas kontinen oleh negara lain harus sesuai izin Indonesia. 

Negara yang memiliki batas laut ini dengan Indonesia adalah negara India, 

Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua Nugini. Ke tiga adalah 

zona ekonomi eksklusif (ZEE), diukur sejauh 200 mil laut dari garis pangkal 

pulau. Seperti landas kontinen, Indonesia hanya punya hak berdaulat di area 

                                                           
8
 Danar Widiyanta, ‚Masalah Penetapan Batas Landas Kontinen Dan Zona Ekonomi Eksklusif 

(ZEE) Indonesia‛, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.6,No.1, (2012),33.  
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ini untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam, terutama 

perikanan. Negara yang memiliki batas ZEE (zona ekonomi eksklusif) dengan 

indonesia adalah negara Filipina dan Australia
9
.  

Karena sudah diatur batas-batas wilayah perairan yang ada di sekitar 

zona ekonomi eksklusif di laut Natuna, maka negara-negara yang berbatasan 

secara langsung dengan zona ekonomi eksklusif harus mengikuti peraturan 

yang ada, sehingga tidak boleh melanggar atau mengubah batasan yang sudah 

tertera, melakukan eksploitasi isi laut secara illegal baik itu dengan 

mengambil berbagai jenis ikan atau sumber daya alam yang lain, dan 

mengklaim sebagian wilayah secara sepihak tanpa ada nya dasar hukum yang 

berlaku.   

Namun, dalam batas-batas wilayah yang sudah disebutkan diatas 

sering terjadi sengketa didalamnya, terutama dalam batas Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia. Dimana sering kali Indonesia bersengketa dengan negara 

lain dalam merebutkan batas wilayah tersebut. Diantaranya ada beberapa 

Negara yang pernah memiliki kasus sengketa laut dengan Indonesia
10

. 

NO KASUS SENGKETA LAUT FAKTOR TERJADINYA SENGKETA 

1 Indonesia dengan Timor Leste Pemerintah Indonesia belum menyepakati 

lebih dari 100 mil panjang batas laut 

territorial. 

2 Indonesia dengan Malaysia  Belum ada titik kesepakatan pada tiga 

wilayah perairan yang berbatasan dengan 

Negara Malaysia. 

3 Indonesia dengan Singapura Negara Singapura belum memeberi 

kesepakatan atas batas wilayah perairan 

Indonesia bagian barat yang berbatasan 

langsung dengan Negara Singapura.  

                                                           
9
 United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) Tahun 1982 

10
 Danar Widayanta, ‚Masalah Penetapan Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif 

(ZEE) Indonesia‛. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.6,No.1,(2012),35.  
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NO KASUS SENGKETA LAUT FAKTOR TERJADINYA SENGKETA 

4 Indonesia dengan Vietnam  Adanya perbedaan dalam klaim batas 

wilayah di Zona Ekonomi Eksklusif 

(ZEE) Indonesia dengan Negara Vietnam. 

5 Indonesia dengan Palau penetapan batas ZEE antara Negara 

Indonesia dan Negara Palau belum bisa 

dilaksanakan sehingga kedua Negara 

masih dihadapkan pada masalah nelayan 

tradisional. 

 

Selain dengan Negara diatas, Indonesia juga memiliki kasus sengketa 

laut dengan Negara China. Tiongkok mengklaim bahwa 200 mil timur Laut 

Natuna Utara masuk kedalam zona eksklusif ekonomi negara mereka
11

. 

Dikutip dari salah satu berita harian di Indonesia mengatan bahwa, telah 

terjadi pelanggaran yang telah dilakukan oleh kapal Coast Guard China 

terhadap kedaulatan dan yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan 

landas Kontinen. Kedua, pelanggaran oleh Coast Guard China dalam upaya 

penegakkan hukum oleh otoritas Indonesia di ZEE dan landasan kontinen. 

Belum lagi negara China mengklaim dengan sepihak bahwa wilayah di Laut 

Natuna Utara merupakan wilayah perairan tradisonal mereka dengan 

menggunakan nine dish line atau disebut dengan Peta Sembilan Garis Putus-

Putus yang di dasari oleh fakta sejarah versi China yang tidak memiliki dasar 

hukum dan tidak pernah diakui  United Nations Convention on The Law of 

                                                           
11

 Ahmad Naufal Dzulfaroh, ‚Menyelisik Klaim China  atas Laut Natuna‛, 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/194500165/menyelisik-klaim-china-atas-laut-

natuna-

?page=all#:~:text=Di%20tahun%201995%2C%20Cina%20mengeluarkan,yang%20Berbatasan%20

pada%20tahun%201992./,‛diakses pada‛ 24 November 2020, 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/194500165/menyelisik-klaim-china-atas-laut-natuna-?page=all#:~:text=Di%20tahun%201995%2C%20Cina%20mengeluarkan,yang%20Berbatasan%20pada%20tahun%201992./
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/194500165/menyelisik-klaim-china-atas-laut-natuna-?page=all#:~:text=Di%20tahun%201995%2C%20Cina%20mengeluarkan,yang%20Berbatasan%20pada%20tahun%201992./
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/194500165/menyelisik-klaim-china-atas-laut-natuna-?page=all#:~:text=Di%20tahun%201995%2C%20Cina%20mengeluarkan,yang%20Berbatasan%20pada%20tahun%201992./
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/194500165/menyelisik-klaim-china-atas-laut-natuna-?page=all#:~:text=Di%20tahun%201995%2C%20Cina%20mengeluarkan,yang%20Berbatasan%20pada%20tahun%201992./
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the Sea. Belum lagi negara China melakukan  illegal fishing secara terang-

terangan dengan di kawal kapal Coast Guard Tiongkok
12

.  

Pengklaiman batas wilayah secara sepihak yang dilakukan Negara 

China di Laut Natuna Utara didasari karena pemerintah Indonesia yang 

luncurkan peta baru dengan mengubah nama ‚Laut China Selatan‛ menjadi 

‚Laut Natuna Utara‛. Tujuan dari penggantian nama tersebut guna untuk 

mengamankan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Selain itu banyaknya 

sumber daya alam yang melimpah di wilayah Laut Natuna, memicu Tiongkok 

untuk memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengklaim 

secara sepihak wilayah di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, Indonesia tidak 

akan pernah mengakui nine dash line yang diklaim oleh Tiongkok secara 

sepihak tanpa adanya dasar hukum yang telah disepakati oleh hukum 

Internasional. Indonesia pun mengarahkan lima kapal perang di laut Natuna 

untuk bersiaga dan menjaga di wilayah Laut Natuna.  

Sikap negara Indonesia dalam kasus sengketa perebutan wilayah di 

Laut Natuna Utara diantaranya adalah, Indonesia tidak akan bernegosiasi atau 

berunding dengan negara China, Indonesia akan menempuh jalur diplomasi 

dengan memanggil Dubes Tiongkok untuk menyampaikan nota protes, 

Indonesia akan menempatkan TNI dalam posisi siaga, dan Indonesia akan 

mengirim 120 nelayan untuk menangkap ikan di ZEE.  

                                                           
12

 Virdita Rizki Ratriani, ‚Riwayat Konflik China-Indonesia Di Laut Natuna‛, 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-

laut-natuna?page=all/ ,‛diakses pada‛ 05 September 2020. 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all/
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all/
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Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari 

Aisyah Radhiyallahu ‘anha, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda:  

ْٕهَ  و انقِٕاَمَتِ مِهْ سَبْعِ أرََضِ ُْ قًُُ َٔ َُّ ُ ٔطَُ  مَهْ أجََذَ شِبْزًا مِهَ الأرَْضِ ظهُْماً, فإوًَِّ

‚Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka 

Allah akan mengalungkan tujuh bumi kepadanya‛. 

Maka dari itu menurut hukum islam, karena negara China mengklaim 

sepihak wilayah perairan Indonesia yang terletak di Laut Natuna Utara maka 

dapat dikatakan bahwa negara China  sama saja telah melakukan perbuatan 

Ghasb yang mana merebut hak wilayah milik negara Indonesia secara sepihak 

dengan menggunakan jejak historis milik negara China yang tidak memiliki 

landasan hukum dan tidak pernah diakui oleh Hukum Internasional.   

Dalam masalah penetapan batas wilayah suatu negara agar tidak 

diklaim secara sepihak oleh negara lain sudah di praktikkan di dunia islam 

sejak masa Khulafur Rasyidin oleh Khalifah Umar bin Khattab yang melopori 

ketika akan dilakukannya perluasan wilayah. Dan akhirnya pun terus 

berkembang hingga masa selanjutnya. Para ilmuwan islam menopang 

pemerintah dengan kemampuan mengukur luas suatu wilayah dalam 

penentuan batas guna meminimalisir adanya tumpang tindih batas wilayah 

dengan negara lain.  

Selain itu, para ilmuwan Muslim telah mampu mengukur luasnya 

wilayah yang bertujuan untuk menentukan garis batas wilayah. Naskah ilmiah 

mencantumkan istilah yarad, sahm, jarib, atau qabis untuk menghitung jarak 
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dan panjang suatu wilayah
13

. Selain penetapan dalam suatu wilayah, negara 

juga harus memiliki kebijakan untuk melindunginya. Menurut islam, kaitan 

dalam pertahanan batas wilayah diilustrasikan dalam Al-Qur’an pada surat Al-

Anfal ayat 60. Padah surat tersebut menjelaskan bahwa pertahanan negara 

terhadap suatu wilayah harus mengarahkan segenap kemampuan militer dan 

peralatan, termasuk kuda perang, bila dalam bahasa modern bisa diartikan 

sebagai transportasi militer guna menjaga agar wilayah tersebut tetap menjadi 

bagian dari negara dan tidak diambil alih oleh negara lain
14

.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian tentang sengketa batas 

wilayah laut natuna antara negara Indonesia dan China perlu dikaji lebih 

lanjut. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui cara penyelesaian sengketa 

batas wilayah laut natuna antara Indonesia dengan negara China berdasarkan 

Undang-undang nomer 17 tahun 1985.  

B. Identifikasi masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah yang akan timbul diantaranya: 

1. Kebijakan pemerintah dalam mempertahankan wilayah di laut Natuna 

Utara  

2. Peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa perebutan wilayah di laut 

Natuna Utara antara Indonesia dengan China  

                                                           
13

 Agung Sasongko, ‚Ilmuwan Muslim Rintis Konsep Batas Wilayah‛, 

https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/05/10/opqkwa313-ilmuwan-muslim-

rintis-konsep-batas-wilayah/ ‚diakses pada‛ 24 November 2020. 
14

 Joko Santoso, ‚Pengamanan Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Dalam Perspektif 

Ketatanegaraan Islam‛ (‚skripsi‛—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 

26.  

https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/05/10/opqkwa313-ilmuwan-muslim-rintis-konsep-batas-wilayah/
https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/05/10/opqkwa313-ilmuwan-muslim-rintis-konsep-batas-wilayah/
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3. Sebab pemicunya sengketa perembutan wilayah di Laut Natuna Utara 

antara Indonesia dengan China  

4. Kewenangan menteri kelautan dan perikanan dalam melayangkan nota 

protes terhadap kedubes China yang ada di Indonesia  

5. Undang-undang nomor 17 tahun 1985 yang ditinjau dari fiqh siyasah 

C. Batasan masalah  

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Tinjauan sengketa batas wilayah di laut Natuna Utara antara Indonesia 

dengan China menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 

2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap sengketa batas di laut Natuna Utara antara 

Indonesia dengan China menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. 

D. Rumusan masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka yang 

akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sengketa batas wilayah Laut Natuna Utara antara 

Indonesia dengan China menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985? 

2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap sengketa batas wilayah Laut 

Natuna Utara antara Indonesia dengan China menurut Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 1985?  
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E. Kajian pustaka  

Kajian pustaka adalah deskripsi atau penelitian yang sudah pernah 

dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa 

kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari 

kajian atau penelitian tersebut.
15

 

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal 

permasalahan mengenai perebutan wilayah di laut Natuna Utara antara 

Indonesia dengan China menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. 

Dengan kajian pustaka diharapkan dapat mempunyai suatu informasi tentang 

teori yang ada kaitannya dengan judul pembahasan ini. Beberapa kajian 

pustaka tersebut diantaranya: 

1. ‚Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait 

Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014‛. Jurnal ini ditulis oleh 

Akmal, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu politik Universitas Riau. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang 

strategi Indonesia menjaga keamanan wilayah perbatasan di Laut Cina 

Selatan yang kini berubah nama menjadi Laut Natuna Utara dengan cara 

meningkatkan kapabilitas militer Indonesia melalui MEF (Minimum 

Essential Force) dan keamanan di Natuna, meningkatkan diplomasi 

preventif dengan negara-negara pengklaim untuk meredam konflik, 

meningkatkan manajeman perbatasan dan aktifitas di perairan Natuna 

                                                           
15

 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 
(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.  
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dengan cara eksplorasi minyak di Laut Natuna, serta eksplorasi minyak di 

perairan Natuna.
16

 Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis ini lebih 

membahas tentang perebutan wilayah di Laut Natuna Utara antara 

Indonesia dengan China menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 

tentang konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut. 

2. ‚Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu 

Kajian Yuridis)‛. Jurnal ini ditulis oleh Butje Tampi, SH, MSi.  Jurusan 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Dalam jurnal ini 

menjelaskan tentang status Indonesia yang terancam di rugikan oleh 

negara China akibat China mengklaim sebagian wilayah di laut Natuna 

dengan menggambarkan nine line dash line di kepulauan Natuna, Provinsi 

Kepulauan Riau. Jika ditinjau dari aspek yuridis, penangan pulau-pulau 

kecil yang ada di Indonesia masih memerlukan  perangkat perundang-

undangan yang memadai dalam rangka mempertahankan dan 

memperdayakannya. Peninjauan berbagai peraturan perundang-undangan 

seperti UU, PP, Kepres dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

penanganan batas dan perbatasan Negara baik wilayah darat maupun batas 

laut kiranya menjadi hal yang penting. Sehingga pemerintah Indonesia 

mengajak China untuk lebih menghormati hukum Internasional. 

Semestinya pemerintahan China lebih bijaksana dalam menyuarakan zona 

yang diklaim sebagai wilayah penangkapan ikan tradional, karena hal 

                                                           
16

 Akmal, ‚Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina 

Selatan Pada Tahun 2009-2014‛, Jurnal Ilmu Hubungan 
Internasional,Vol.2,No2(Oktober,2015),3. 
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tersebut tidak pernah diakui dalam Hukum Internasional, baik Hukum 

Maritim yang tertera dalam Konvensi PBB maupun Traktat Internasional 

lainnya
17

. Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis ini lebih membahas 

tentang perebutan wilayah di Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan 

China menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang konvensi 

perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut.    

3. ‚Tumpang Tindih Antara ZEE Indonesia Dan Nine Dash Line Republik 

Rakyat Cina Di Laut Natuna Utara‛. Skripsi ini ditulis oleh Tia Romartha 

Uli, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik 

Parahyangan. Dalam skripsi ini ditulis bahwa masalah perebutan atau 

klaim suatu wilayah oleh beberapa negara memang menjadi suatu masalah 

yang rumit. Klaim suatu wilayah terhadap wilayah lain sering kali 

menimbulkan konflik yang berujung pada memburuknya hubungan negara-

negara pengklaim seperi halnya Tiongkok, Taiwan, dan beberapa negara 

ASEAN yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darrusalam dan 

Indonesia. Yang dipersengketakan dari wilayah ini adalah hak 

kepemilikannya, di mana Cina mengeluarkan bukti sejarah berupa nine-

dashed line serta beberapa negara lain yang ikut mengeluarkan bukti-bukti 

yang mereka miliki mengenai status kepemilikan wilayah Laut China 

Selatan. Dimana bukti tersebut tidak pernah disepakati oleh negara-negara 

yang masuk dalam United Nations Convention  On The Law Of The Sea 

dan tidak pernah tercantum dalam Hukum Internasional. Sehingga 

                                                           
17

 Butje Tampi, ‚Konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian 

Yuridis)‛, Jurnal Hukum UNSRAT,Vol.23.No.10,(Desember,2017),7. 
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pengklaiman secara sepihak yang dilakukan oleh China di Laut Cina 

Selatan sangat merugikan banyak negara. Oleh sebab itu banyak negara 

yang mengganti nama wilayah mereka di Laut Cina Selatan untuk 

mengamankan wilayah mereka agar tidak diklaim sepihak oleh negara 

China
18

. Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis ini lebih membahas 

tentang perebutan wilayah di Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan 

China menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang konvensi 

perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut. 

F. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yang ingin dihasilkan oleh penulis 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap perebutan wilayah di laut 

Natuna Utara antara Indonesia dan China menurut undang-undang nomer 

17 tahun 1985. 

2. Untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap perebutan wilayah di laut 

Natuna Utara antara Indonesia dan China menurut undang-undang nomer 

17 tahun 1985. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Tia Romartha Uli Siahan, ‚Tumpang Tindih Antara Zee Indonesia Dan Nine Dash Line 

Republik Rakyat Cina Di Laut Natuna Utara‛. (‚skripsi‛—Universitas Katolik Parahyangan, 

Bandung, 2019),12. 
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G. Kegunaan Hasil Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aspek Keilmuan (teoritis) 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap 

kajian akademis sekaligus hasil studi ini menambah dan memperkaya 

khazanah keilmuan dan wawasan, khususnya tinjauan Fiqh Siya>sah 

terhadap perebutan wilayah di laut Natuna Utara antara Indonesia dan 

China menurut undang-undang nomor 17 tahun 1985 dan bagi peneliti 

berikutnya, dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan sengketa terhadap perebutan wilayah di laut 

Natuna Utara antara Indonesia dan China menurut undang-undang nomor 

17 tahun 1985. 

2. Aspek Terapan (praktis) 

Secara terapan atau praktik, diharapkan dari hasil penelitian ini 

dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait  

bagaimana penyelesaian sengketa di laut Natuna Utara antara Indonesia 

dengan China dengan menggunakan undang-undang nomor 17 tahun 1985 

sebagai acuannya. Dan diharapkan bisa menjadi wacana dan diskusi bagi 

para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam 

Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 
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H. Definisi Operasional  

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi 

kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis 

memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini 

bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. 

Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata 

kunci dalam judul penelitian sebagai berikut: 

1. Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk 

pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hokum, 

peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang 

sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat
19

. 

2. Batas laut teritorial adalah  garis khayal yang memiliki jarak 12 mil laut 

dari garis dasar ke arah laut lepas. Apabila ada sebanyak 2 negara atau 

bahkan lebih menguasai suatu lautan, sementara lebar lautan tersebut 

kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial tersebut ditarik sama jauhnya 

dari garis setiap atau masing-masing negara itu. 

3. Laut Natuna Utara adalah laut yang terletak di kabupaten Natuna, 

Kepulauan Riau, Indonesia. Luas laut Natuna terbentang dari kepulauan 

Natuna hingga kepulauan Lingga. Dan berbatasan dengan selat Karimata 

dan selat Singapura.  

                                                           
19

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrim Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2001),4. 
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4. UU nomor 17 tahun 1985 adalah undang-undang yang mengatur tentang 

pengesahan United Nation Convention On The Law Of The Sea (Konvensi 

Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut). 

I. Metode Penelitian  

Penelitian tentang Fiqh Siyasah terhadap Perebutan Wilayah Di Laut 

Natuna Utara Antara Indonesia dan China Menurut UU No 17 Tahun 1985, 

merupakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-

undangan, Pendekatan Kasus dan Pendekatan History. Kemudian data yang 

diperoleh dan disusun adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan 

menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum 

primer dan sekunder, data-data tersebut kemudian disusun secara sistematis 

dan dianalisis menggunakan metode deskriptif.  Tahapan-tahapan seperti 

berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

a. United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) Tahun 

1982, Pasal 76 Ayat 4 sampai 6. 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan konvensi 

perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut. 

c. Fiqh Siyasah yang mencakup Fiqh Imamah tentang bagaimana menteri 

atau wizarah menyelesaikan sengketa di wilayah Natuna antara 

Indonesia dengan China. 

d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedaulat laut. 
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2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau 

penelaah terhadap berbagai literature atau penelitian
20

. Sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari 

ketentuan perundang-undangan, yurispudensi atau putusan pengadilan 

yang meliputi: 

1) Undang-Undang United Nations Convention On The Law Of The 

Saw (UNCLOS) Tahun 1982.  

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan konvensi 

perserikatan bangsa-bangsa tentang hokum laut.  

3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah. 

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. 

5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi 

eksklusif. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau buku-

buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Koran, Jurnal, Artikel, Internet, dan lain-lain. 

                                                           
20

 Muktik Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif  dan Empiris 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 
 

 

d. Teknis Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-

undang, artikel, jurnal, Koran, dan internet). Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, 

merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan 

penelitian.  

e. Teknik Penyajian Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik 

deskriptif. Teknik penyajian deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis factual, akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki
21

. 

f. Teknik Analisis Data. Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai 

dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. 

Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan 

dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam 

membenahi persoalan yang teliti. 

J. Sistematika Pembahasan  

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, 

maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan, membuat sistematika pembahasan yang meliputi: 

latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
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 Mohammad Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara 2007),14. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 
 

 

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II Kerangka Konseptual, memuat konsep Fiqh Siyasah, sumber 

hukum Fiqh Siyasah, ruang lingkup Fiqh Siyasah, fungsi dan tugas Imamah. 

Bab III Data Penelitian, memuat Data Penjelasan Penelitian tentang 

sejarah terbentuknya Laut Natuna, awal mula terjadinya sengketa antara 

Indonesia dengan China, kaitannya sengketa dengan UU RI Nomor 17 Tahun 

1985 yang mengatur tentang pengesahan United Nations Convention On The 

Law Of The Sea dan cara penyelesaian pemerintah terhadap sengketa yang 

terjadi.  

Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan Analisis mengenai  

sengketa batas wilayah di laut Natuna Utara antara Indonesia dan China 

menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 sesuai dengan prespektif 

Yuridis dan Fiqh Siyasah. 

 BAB V Kesimpulan, dalam bab ini berisikan penutup yang 

memaparkan tentang kesimpulan dari semua pembahasan, yang merupakan 

jawaban ringkas dari rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini, 

kemudian diakhiri dengan saran.  
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BAB II 

SENGKETA BATAS WILAYAH LAUT  

MENURUT FIQH DUSTURIYAH  

A. Batas Wilayah dan Sengketa Batas  

Garis batas wilayah merupakan penentu teritorial sebuah negara. Oleh 

karena itu dalam menetapkan batas wilayah sangatlah penting untuk 

mempertegas wilayah tersebut agar tidak tumpang tindih dengan negara lain. 

Dalam islam untuk menetapkan suatu batas wilayah terdapat beberapa kriteria 

yaitu, mulai dari kepadatan wilayah, luas, serta produktivitas dari pengolahan 

sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut. Menurut Ralph Brauer, 

kepemilikan suatu wilayah harus diiringi kebijakan yang melindunginya.  

Berdasarkan istilah islam, untuk mengukur luas wilayah yang berguna 

dalam menentukan garis batas, mencantumkan istilah yarad, sahm, jarib, atau 

qabiz untuk menghitung jarak dan panjang sebuah area
22

. Istilah dalam 

pengukuran luas wilayah menurut islam sama saja dengan istilah pengukuran 

batas wilayah yang terdapat dalam UNCLOS 1982.  

Oleh sebab itu haruslah teliti dalam menentukan batas wilayah. Karena 

dalam penentuan batas wilayah sangatlah rawan terjadi perselisihan dengan 

wilayah  tetangga. Demi menghindari adanya perselisihan tersebut maka 

dibutuhkan undang-undang atau kebijakan yang melindungi wilayah tersebut.  

                                                           
22

 Agung Sasongko, ‚Ilmuwan Muslim Rintis Konsep Batas Wilayah‛, 

(https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/05/10/opqkwa313-ilmuwan-muslim-

rintis-konsep-batas-wilayah/, ‚diakses pada‛ 14 Januari 2021. 

https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/05/10/opqkwa313-ilmuwan-muslim-rintis-konsep-batas-wilayah/
https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/05/10/opqkwa313-ilmuwan-muslim-rintis-konsep-batas-wilayah/


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 
 

 

Maka sejak suatu negara memiliki ideologi berbangsa dan bernegara, 

tidak ada negara yang tidak memiliki undang-undang pertahanan dan 

keamanan, yang mana isinya mengatur cara dan bentuk negara dalam 

menjalankan pertahanan, melakukan penyerangan dan meningkatkan upaya 

memelihara keamanan guna melindungi wilayah negara dan warga negaranya. 

Dalam salah satu piagam PBB, membenarkan bahwa perang merupakan 

tindakan untuk mendamaikan pihak-pihak yang saling bersengketa, namun 

akan sangat di sayangkan apabila sebuah negara hanya berbekal kecurigaan 

adanya negara lain yang membahayakan negaranya, lalu dengan tidak adil 

menghancurkan negara yang dianggap sebagai lawan yang berbahaya dan 

dengan semena-mena mengambil sebagian wilayah negara tersebut
23

.  

Sehingga dalam perspektif islam, apabila terdapat dua negara yang 

bersengketa dalam perebutan wilayah yang sudah ditetapkan, dapat 

diselesaikan di lembaga peradilan (wilayah al-qadha’). Dimana lembaga 

tersebut terbentuk guna menegakkan hukum dan memberi jaminan keadilan 

yang sesuai dengan tata pengaturan kenegaraan secara ideal. Lembaga 

penegakkan hukum tersebut diantaranya adalah
24

: 

 

 

 

                                                           
23

 Joko Santoso, ‚Pengamanan Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Dalam Perspektif 

Ketatanegaraan Islam‛ (‚skripsi‛—universitas Islam Negeri Syarif Hidayahtullah Jakarta, 2010),  

30.  
24

 Jeje Abdul Rojak, ‚Politik Kenegaraan Dan Kepemimpinan Publik Dalam Islam‛, (Yogyakarta: 

LKiS, 2018),55. 
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1. Lembaga peradilan (Wilayah al-Qadha’) 

Lembaga ini merupakan tempat pencari keadilan utama dalam penyelesaian 

perkara umat islam, baik masalah perorangan maupun masalah publik
25

.  

2. Lembaga Tahkim  

Lembaga tahkim memiliki kedudukan lebih rendah dari pada lembaga 

peradilan, karena hakim lembaga peradilan memiliki hak dan wewenang 

untuk memeriksa tergugat dan penggugat, sedangkang mahakkam lembaga 

tahkim hanya dapat memeriksa tergugat yang mendapat putusan dari 

hakim
26

.  

3. Lembaga Fatwa 

Lembaga fatwa ialah lembaga yang fungsinya sebagai perantara dalam 

menyampaikan hukum Allah kepada manusia yang tidak begitu jelas 

hukumnya. Sebutan untuk para petugas lembaga fatwa ialah mufti
27

.  

4. Lembaga Wilayah Mazhalim 

Wilayah mazhalim adalah suatu kekukasaan dalam bidang pengadilan yang 

kedudukannya lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan 

muhtasib
28

.  

5. Lembaga Wilayah Hisbah  

Tugas lembaga wilayah hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-

orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan petugas 

hisbah
29

. 
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 Ibid.,55. 
26

 Ibid.,56. 
27

 Ibid.,59. 
28

 Ibid.,63. 
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Dari definisi tentang lembaga peradilan diatas dapat dikatakan apabila 

suatu negara mengalami kasus persengketaan akibat batas wilayah seperti 

yang dialami Negara Indonesia dengan Negara China dalam sengketa batas 

wilayah di laut Natuna Utara. Maka dalam pandangan Islam, negara Indonesia 

dapat menyelesaikan perkara tersebut di lembaga wilayah mazhalim, karena 

wilayah mazhalim merupakan lembaga kekuasaan tertinggi yang bertugas 

memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim 

biasa. Salah satu tugas dari wilayah mazhalim ialah menyelesaikan perkara-

perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

Oleh karena itu untuk penyelesaian sengketa antara dua negara 

menurut hukum islam, selalain diselesaikan di lembaga wilayah mazhalim 

dapat diselesaikan menggunakan metode damai. Menurut salah satu firman 

Allah SWT dalam Al-Qur’at surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:   

ا بَيْنَهُمَا, فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاىهُمَا عَلَى انَِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلْوْا فَاصَْلحُِوْ وَاِنْ طآئفَِت

فَاِنْ فَآصْلحُِوْا بَيْنَهُمَا باِلْعَدْلِ وَاقَْسِطُوْا , لى امَْرِ اللهِ , حَتّى تَفِيْءَ اِ الْْخُْرَا ى فَقَاتلِوُا الَّتيِْ 

 اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمٌقْسِطِيْنَ 

Arab-Latin: Wa in ṭā̀ifatāni minal-mu`minīnaqtatalụ fa aṣliḥụ 

bainahumā, fa im bagat iḥdāhumā 'alal-ukhrā fa qātilullatī tabgī ḥattā tafī̀a ilā 

amrillāh, fa in fā̀at fa aṣliḥụ bainahumā bil-'adli wa aqsiṭụ, innallāha yuḥibbul-

muqsiṭīn 

 

                                                                                                                                                               
29

 Ibid.,66. 
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Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin 

berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua 

berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) 

yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. 

Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 

antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai 

orang-orang yang berrlaku adil. [Al-Hujurat ayat 9]  

Dalam surat Al-Hujurat ayat 9 dijelaskan bahwasannya Allah 

menegaskan untuk melakukan perdamaian bagi kedua orang, kedua kelompok 

atau kedua negara yang sedang terlibat dalam persengketaan. Namun apabila 

salah satu kelompok yang menzalimi kelompok lain tidak mau menerima 

perdamaikan, maka Allah dan Rasulullah memerintahkan untuk memerangi 

kelompok tersebut sampao kembali menerima hukum Allah dan Rasulullah. 

Jika kelompok yang zalim telah berhenti dati kezalimannya maka hendaklah 

di perbaiki hubungan dari kedua kelompok yang berselisih dengan ketetapan 

yang adil.  

Namun karena negara China tidak menganut hukum islam seperti 

Indonesia, maka cukup negara Indonesia melakukan cara perdamaian yang 

sesuai dengan ketentuan hukum internasional untuk penyelesaian sengketa 

yang terjadi di wilayah perairan Laut Natuna Untara dengan negara China. 

Dan memperkuat hubungan bilateral dalam berbagai kerangka kerja sama 

antara kedua negara yang bersangkutan.  
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B. Konsep Siyasah Dusturiyah  

Kata ‚siyasah‛  berasal dari kata sasa memiliki arti mengatur, mengurus, dan 

memerintah; atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan. Dari 

pengertian diatas dapat dikatakan bahwa tujuan siyasah untuk mengatur, 

mengurus, dan membuat kebijikan atas sesuatu yang bersifat politis untuk 

mencakup sesuatu. Menurut beberapa para ahli atau ulama, pengertian siyasah 

secara terminology adalah
30

:  

1. Abdul Wahab Khallaf menafsirkan bawah siyasah adalah ‚pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur keadaan.‛ 

2. Louis Ma’luf memberikan definisi tentang siyasah adalah ‚membuat 

kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.‛ 

3. Ibn Manzhur mengartikan pengertian siyasah adalah ‚mengatur atau 

memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.  

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwasannya Siyasah merupakan peraturan yang disusun 

berdasarkan ketentuan syara’ yang berlaku dan dibentuk agar terciptanya 

kemaslahatan umat manusia. Sedangkan pengertian dusturiyah adalah, siyasah 

yang berkaitan dengan aturan dasar tentang bentuk negara dan sistem 

pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi pemimpin, hak-hak dasar 

                                                           
30

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konteksualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 

2016) ,4. 
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negara, dan lain-lain. Menurut istilah modern Fiqh Siyasah Dusturiyah disebut 

hukum konstitusi
31

. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa secara garis besar siyasah dusturiyah 

membahas tentang hubungan antara pemimpin negara dengan rakyatnya, serta 

institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk 

kemaslahatan bersama dan memenuhi kebutuhan dari rakyat itu sendiri
32

. 

Dalam kurikulum pembelajaran di Fakultas Syariah dipergunakan istilah Fiqh 

Dusturi, pengertian dari Dusturi ialah
33

: 

اند ستُر : انقُا عد الا ء سا سٕة انحكُ فّ أة دَ نة كما تد ل عهٍٕا قُ 

 اوٕىٍا َوظمٍا َ عا داتً 

‚Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara 

manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-

peraturannya dan adat-adatnya.‛ 

Abu A’la al-Maududi menyamakan pengertian Dustur dengan: 

 صك ٔىطُ ِ عهّ انقُا عد الاساسٕة انتّ ٔقُو عهٍٕا وع و دَنة

‚Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang 

menjadi landasan pengaturan suatu negara‛ 

Sehingga dari dua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

Dustur sama dengan Undang-Undang Dasar dalam kamus Bahasa Indonesia.  

Oleh karena itu Siyasah Dusturiyah merupakan elemen terpenting dalam suatu 

                                                           
31

 Ridwan, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, (Jakarta: Amzah, 2019) ,67. 
32

 Wahyuddin,et al, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi. (Jakarta: Grasindo. 

2009),127. 
33

 Muhammad Syafieq Ghorbal, Al-Mansu’ah al-Arobiyah al-Muyassaroh, Darul Qalam al-

Qahiroh, Tahun 1965, 794. 
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negara, karena didalamnya membahas peraturan dan perundang-undangan 

yang telah diatur sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan kebutuhan rakyat 

untuk kemaslahan bersama guna memenuhi kebutuhan dari rakyat itu sendiri.  

C. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah 

Sumber-sumber pokok siyasah dusturiyah adalah Al-Qur’an, Sunnah, 

Ijma’, Qiyas, dan Al-Istidlaal. Kelima sumber inilah yang menjadi acuan bagi 

pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan 

dan mengatur kehidupan bernegara. 

Sumber hukum islam yang pertama ialah Al-Qur’an. Al-Qur’an adalah  

kumpulan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada umat dengan 

perantaraan Nabi Muhammad SAW. Karena susunan hukum yang ada dalam 

Al-Qur’an tidaklah semua ada penjelasannya maka selalu ada. Sunnah Nabi, 

sebagai penjelas bagaimana memakai atau melaksanakan hukum yang 

tercantum dalam Al-Qur’an. Jika suatu nash hukum tidak didapati di dalam 

Al-Qur’an atau Sunnah maka barulah dipergunakan Ijma’, yaitu pendapat 

ulama-ulama atau dengan Ijtihad, pendapat seorang ulama atau dengan Qiyas, 

membandingkan sesuatu dengan yang sudah pasti hukumnya
34

. 

1. Al-Qur’an  

Al-Qur’an adalah kumpulan wahyu atau kata-kata dari Allah SWT yang 

disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat 

Jibril selama Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Isi dari Al-Qur’an ialah 

mengandung persoalan-persoalan pokok yang diantaranya adalah, Rukun 

                                                           
34

 Ibrahim Lubis, Agama Islam Suatu Pengantar, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982),118. 
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Iman (percaya pada Allah, hari kiamat, Qhada dan Qadar), Rukun Islam 

(sahadat, sholat, puasa, zakat dan fitrah, haji dan umrah), Munakahad 

(perkawinan), Muamalat (hukum privat), Jinayat (hukum pidana), Aq-diyah 

(hukum mengenai mendirikan pengadilan) , Khalifah (hukum mengenai 

pemerintah), Ath’imah (makanan dan minuman), dan Jihad (hukum 

peperangan). Qur’an dibagi menjadi dua: Ibadat dan Muamalah (hubungan 

manusia dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia)
35

. 

2. Sunnah atau Hadis 

Pengertian dari Sunnah dan Hadis dalam Fiqh ialah semua perkataan (qaul), 

perbuatan (fiil) dan diam (taqrir atau sukut) dari Nabi Muhammad semasa 

hidup. Hadis memiliki beberapa tingkatan, tingkatan Hadis yang paling 

tinggi ialah Hadis Shaih, tingkatan kedua ialah Hadis Hasan, tingkatan 

yang terakhir ialah Hadis Dhaif. Istilah dalam Hadis ada dua, yang pertama 

ialah matn (nas) yang berisi tentang qaul, fiil, dan taqrir Nabi Muhammad 

SAW semasa hidup, yang kedua ialah insnad yang berisi rentetan nama 

perawi, sampai kepada orang yang melihat atau mendengar langsung.
36

. 

3. Ijma’ 

Menurut bahasa Ijma’ berarti mengumpulkan. Sedangkan menurut Fiqh, 

Ijma’ adalah kesatuan pendapat dari para ulama fiqh dalam satu masalah 

dan satu masa, serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an dan 

                                                           
35

 Ibid.,124. 
36

 Ibid.,126. 
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Sunnah. Ijma’ ada setelah nabi wafat. Ijma’ merupakan dasar hukum islam 

yang ketiga.  

Macam Ijma’ ada dua, yang pertama Ijma’ Bayani pendapat dari ahli 

hukum (fiqh) yang mengeluarkan pendapat masing-masing untuk 

menentukan suatu masalah, dan semua pendapatnya sama. Ijma’ ini 

dilakukan dengan ijtihad yaitu, berpikir sungguh-sungguh. Yang kedua 

Ijma’ Sukuti suatu pendapat dari seorang atau beberapa ahli hukum yang 

pendapatnya tidak dibantah ahli hukum lainnya
37

. 

4. Qiyas 

Pengertian Qiyas menurut  para ulama ushul fiqh ialah menetapkan hukum 

suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara 

membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang 

telah ditetapkanukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan ‘illat 

antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Qiyas adalah sumber hukum yang 

ke empat yang ditilik dari Sunnah nabi sewaktu melantik dan mengutus 

Muaz untuk memangku jabatan Gubernur dan Hakim di Yaman
38

. 

5. Al-Istidlaal 

Al-istidlaal adalah suatu cara menegakkan dalil agama kepada tiao-tiap 

kejadian, berdasarkan empat cara penetapan dan tidak bertentangan kepada 

empat sumber hukum islam (Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas). 

Macam istidlaal ada empat antara lain adalah, At-Talazuum (pertalian yang 

pasti atau kelaziman di antara dua hukum), Istishhabulhaal (menetapkan 

                                                           
37

 Ibid.,129.  
38

 Ibid.,129. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31 
 

 

hukum yang bermula tanpa mengubahnya, karena suatu hal yang belum di 

yakini), Al-Ihtisaan (memulangkan hukum kepada pemandangan yang 

bagus), Al-Mashaalihulmursalah (memelihara maksud-maksud syara’ 

dengan jalan menolak kerusakan pada makhluk). 
39

. 

D. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

Dari pengertian siyasah dusturiyah yang sudah dijelaskan sebelumnya,  maka 

sudah jelas bahwa ruang lingkup yang terdapat dalam siyasah dusturiyah 

sangat luas dan kompleks. Dalam Siyasah Dusturiyah bahasannya banyak 

dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Secara umum ruang lingkup 

Siyasah Dusturiyah antara lain meliputi
40

: 

1. Siyasah tasyri’iyyah syar’iyyah (siyasah dusturiyah yang membahas 

tentang pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syariat 

islam. Termasuk didalamnya persoalan ahlul halli wal aqdi, perwakilan 

persoalan rakyat). 

2. Siyasah qadha’iyyah syar’iyyah (siyasah dusturiyah yang membahas 

tentang peradilan yang sesuai dengan syariat islam). 

3. Siyasah idariyah syariyyah (siyasah dusturiyah yang membahas tentang 

administrasi dan kepegawaian yang sesuai dengan syariat islam). 

4. Siyasah tanfidziyah syar’iyyah (siyasah dusturiyah yang membahas 

mengenai penyelenggaraan pemerintah atau eksekutif. Termasuk 

didalamnya persoalan imamah, bai’at, wizarah, waliy al ahdi dan lain-lain). 

                                                           
39

 Ibid.,130. 
40

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konteksualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 

2016),4. 
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Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa kajian yang 

digunakan dalam skripsi ini memakai Siyasah Tanfidziyah Syar’iyyah yang 

spesifik lingkup pembahasannya tentang persoalan wizarah, alasan 

terbentuknya, macam dan tugas wuzarah. Karena dalam skripsi ini fokus 

utamanya ialah mengenai wizarah atau perdana menteri dalam menyelesaikan 

sengketa wilayah.  

1. Persoalan Wizarah  

Pada dasarnya, para ulama mengambil dasar-dasar adanya kementrian 

(wizarah) dengan dua alasan: 

a. Firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Thaha ayat 29-31: 

َاجعم نٓ َسٔزا مه أٌهٓ , ٌارَن أ خٓ , اشدد بً أ 

[29-92أمزْ ]طاي:سرْ , َأ شز كً فٓ   

‚dan jadikanlah untukku seseorang wazir dari keluargaku, yaitu 

Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan j 

adikanlah dia sekutu dalam urusanku.‛ 

Berdasarkan mafhum aula, maka apabila pengangkatan wazir 

diperbolehkan pada saat masa Nabi, maka besar kemungkinan 

diperbolehkannya adanya wazir dalam imamah
41

.  

b. Karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu seorang imam tidak mungkin 

sanggup melaksanakan semua tugasnya dalam mengatur umat tanpa 

adanya naib (wazir). Dengan diangkatnya seorang wazir dapat 

                                                           
41

 Prof. H.A. Djazuli, ‚Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 

Syariah‛, (Jakarta: Kencana, 2003) ,78. 
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membantu imam dalam mengurus umat, akan lebih baik 

pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan
42

.  

Dalam sejarah Rasulullah SAW disebutkan Abu Bakar dan Umar 

diangkat oleh Rasul sebagai Wazir baliau. Pada saat Rasulullah wafat, 

kaum muslim memilih Abu Bakar menjadi khalifah dan umar sebagai 

wazirnya. Yang akhirnya dikemudian hari diteruskan oleh Utsman bin 

Affan dan Ali bin Abi Thalib.  

Pada masa dinasti umayyah, wizarah merupakan pangkat tertinggi 

dari seluruh dinasti tersebut. Wazir memiliki hak pengawasan umum 

terhadap semua persoalan, disamping bertindak dengan kekuatan 

konsultatif. Wazir juga memiliki hak pengawasan terhadap departemen 

kemiliteran. 

Lalu pada masa dinasti Abbasiyyah muncul, kedaulatan pun 

berkembang. Pangkat-pangkat kerajaan menjadi tinggi. Pengawasan 

terdahap tata buku dipercayakan kepada seorang wazir, setiap warga 

tunduk kepada wazir. Seseorang dengan pangkat wazir pada masa 

Abbasiyyah telah menikmati luasnya kekuasaan layaknya khalifah, 

mengangkat pejabat dan memberhentikannya, mengawasi peradilan, 

pemasukan negara dan lain-lain.  

Namun pada dinasti Turki yang muncul di Mesir, para wizarah 

yang telah kehilangan identitasnya, karena para amir 

mencampakkannya, dipermalukan oleh raja-raja Turki. Dalam Daulah 

                                                           
42

 Ibid.,78. 
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Turki, wazir bertugas mengumpulkan berbagai bentuk pajak, bea cukai, 

dan pajak untuk memperoleh hak memilih
43

.  

2. Hak Wuzarah 

a. Ikut andil dalam suatu persidangan.  

b. Berhak mengangkat dan memberhentikan gubernur atau kepala daerah.  

c. Berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai pemerintah dan 

hakim. 

d. Berhak memberikan ultimatum untuk melaksanakan perang karena 

seorang wazir adalah panglima tertinggi. 

e. Berhak mengatur dan mengelola keuangan negara yang terdapat dalam 

baitulmal
44

.  

3. Macam dan Tugas Wuzarah  

Menurut Mawardi terdapat dua macam wazir, yaitu pertama wazir 

tafwidh dan kedua wazir tanfidz. Wazir tafwidh adalah pembantu utama 

kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak hanya melaksanakan 

kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan oleh kepala negara, tetapi juga 

turut serta dalam merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut bersama 

dengan kepala negara, dan juga membantu kepala negara dalam menangani 

segala urusan rakyat.  

Persyaratan untuk jabatan wazir tafwidh sama dengan persyaratan 

untuk jabatan Imam  hanya saja tidak boleh memiliki riwayat keturunan 

                                                           
43

 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, 

(Jakarta: Erlangga, 2008),37.  
44

 Prof. H.A. Djazuli, ‚Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 

Syariah‛, (Jakarta: Kencana, 2003) ,78. 
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Quraisy. Dan memiliki kemampuan untuk mewakili imam dalam mengelola 

urusan-urusan perang dan perpajakan. Namun untuk masa sekarang syarat 

untuk menjadi wazir tidaklah seperti yang dijelaskan diatas karena 

perubahan zaman telah berlalu.  

Karena kekuasaan wazir tafwidl cukup besar sehingga perlu 

dibedakan dengan kekuasaab imam atau kepala negara. Perbedaan antara 

imam atau kepala negara dengan wazir tafwidh adalah: 

1. Wazir harus selalu melaporkan kepada imam tentang kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang telah diambilnya dan pelaksanaannya. 

2. Imam berhak meneliti kebijaksanaan dan pekerjaan wazir, untuk 

mengukuhkan yang benar dan untuk mengoreksi yang tidak sesuai dengan 

kehendak imam.  

Oleh karena itu wazir tafwidh dapat ditakrifikan dengan orang yang 

diminta bantuannya oleh imam serta diserahi tugas mengatur dan 

menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan pendapat imam dan 

ijtihadnya. Namun terdapat tiga hal yang berhak dilakukan oleh imam, 

namun tidak dapat dilaksanakan oleh wazir tafwidh, yang menjadi 

pembeda antara imam dan wazir meskipun persyaratan untuk menjadi 

keduanya tidaklah berbeda jauh, diantaranya adalah: 

1. Hanya imam atau kepala negara yang berhak menunjuk putra mahkota 

atau calon pengganti. 

2. Hanya imam yang berhak meminta kepada rakyatnya untuk dibebaskan 

dari imamah. 
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3. Imam berhak memecat pejabat yang diangkat oleh wazir tafwidh, namun 

wazir tafwidh tidak berhak memecat pejabat yang diangkat oleh imam.  

Adapun wazir tanfidz kekuasannya jauh dibawah dari wazir 

tafwidh. Wazir tanfidz hanya pelaksana kebijaksaan kepala negara dan 

penghubung antara kepala negara dan pejabat-pejabat tinggi negara dan 

rakyat, menyampaikan kepada mereka yang diperintahkan oleh kepala 

negara, dan juga melaksanakan perintahnya
45

. 

Maka dari itu, bila ditilik dari penjelasan wazir dari para ulama 

muslim. Dapat ditarik kesimpulan apabila pada masa sekarang seorang 

wazir sama halnya dengan perdana menteri yang tujuannya untuk 

meringankan tugas imam sesuai dengan bidang diberikan. Seperti halnya 

perdana menteri pertahanan yang memiliki kewajiban dalam menyelesaikan 

persoalan persengketaan guna menjaga keamanan dan mempertahankan 

wilayah negara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Munawir Sajadzali, Islam Dan Tata Negara, (Jakarta: UI Pres, 2011),66. 
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BAB III 

SENGKETA BATAS WILAYAH  DI LAUT NATUNA UTARA ANTARA 

INDONESIA DENGAN CHINA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 

TAHUN 1985 

A. Sejarah Laut Natuna  

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan total luas 

wilayah 1.904.569 km² dan panjang garis pantai 95.186 km memiliki 

tantangan untuk menjaga keutuhan dan persatuan serta kedaulatan 

wilayahnya. Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia dalam 

bernegara berdampingan dengan negara lain
46

.  

Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 1 

ayat 4 menjelaskan bahwa ‚batas wilayah negara adalah garis batas yang 

merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum 

interlasional‛
47

. Oleh karena itu batas negara merupakan instrument penting 

dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan 

kedaulatan oleh negara lain berarti eksistensi suatu negara diakui, sehingga 

bisa dilakukan hubungan dan jalinan kerjasama dengan negara-negara maupun 

lembaga-lembaga internasional untuk peningkatan kepentingan nasional dan 

kesejahteraan
48

.  

                                                           
46

 Abdul Wahid Hasyim dan Aris Subagiyo, Pengelolaan Wilayah Perbatasan, (Malang: UB Press, 

2017),1.  
47

 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 
48

 Abdul Wahid Hasyim dan Aris Subagiyo, Pengelolaan Wilayah Perbatasan, (Malang: UB Press, 

2017),2. 
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Batas negara tidak lepas dari status hukum wilayah negara itu sendiri. 

Secara fungsional batas antar negara akan membagi wilayah yang 

bersambungan, berdampingan, atau berhadapan dengan kedaulatan, hukum, 

atau yuridiksi yang berbeda. 

Batas negara sangat diperlukan untuk melaksanakan hak dan 

kewajiban negara baik berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. 

Batas negara ditetapkan berdasarkan konvensi laut 1982 atau biasa disebut 

dengan UNCLOS 1982, yang sebelumnya berlandaskan oleh konvensi Geneva 

tahun 1958 yang mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan. Namun 

dalam konvensi Geneva instrumen hukum untuk menentukan batas-batas 

wilayah kepulauan belum ada
49

. 

Menurut United Nation Convention On The Law Of The Sea 

(UNCLOS 1982) yang kini sudah diratifikasi Negara Indonesia menjadi 

Undang-Undang No17 Tahun 1985 pada bagian IV Pasal 46 huruf a dan b 

menyatakan bahwa negara kepulauan (Archipelagic  State) adalah:  

1. "archipelagic State" means a State constituted wholly by one or more 

archipelagos and may include other islands; (“Negara Kepulauan berarti 

sebuah Negara yang terdiri dari satu atau lebih pulau-pulau dan bisa 

termasuk pulau-pulau lain.”) 

2.  "archipelago" means a group of islands, including parts of islands, 

interconnecting waters and other natural features which are so  closely 

interrelated that such islands, waters and other natural features form an 

                                                           
49

 Anonim., file:///C:/Users/USER/Downloads/batas_wilayah_negara.pdf , ‚Diakses pada‛ l 04 

September 2020. 

file:///C:/Users/USER/Downloads/batas_wilayah_negara.pdf
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intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically 

have been regarded as such. (“Kepulauan berarti sekelompok pulau-pulau, 

termasuk bagian dari pulau-pulau itu, menghubungkan perairan dan 

bentuk-bentuk alamiah yang sangat erat pulau-pulau itu, perairan dan 

bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan satu kesatuan geografis, 

ekonomi dan bagian politik, atau secara historis telah dianggap 

demikian.”)
50

. 

Berdasarkan definisi dari pasal 46 UCLOS 1982, terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan.  

1. Pertama, yang dimaksukan dengan Negara kepulauan adalah suatu negara 

yang seluruhnya terdari dari atau lebih dari kepulauan dan mencakup 

pulau yang lainnya. 

2. Kedua, Negara kepulauan merupakan suatu negara yang wilayahnya 

berada di tengah-tengah laut. Negara yang wilayah utamanya menjadi 

satu dengan benua, walaupun mempunyai kepulauan di sekelilingnya, 

tidak diperbolehkan mengklaim sebagai Negara kepulauan.  

3. Ketiga, definisi kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian 

pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang 

hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya merupakan satu 

kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara 

historis dianggap sebagai demikian. Yang dimaksudkan dengan ‚bagian 

pualau‛ adalah pulau yang tidak hanya dimiliki oleh satu Negara saja, 

                                                           
50

 United Nation Conventinos on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 Part IV Article 46. 
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tetapi dimiliki oleh dua atau lebih Negara. Definisi ini merupakan usulan 

dari negara Indonesia, mengingat terdapat bebrapa pulau di wilayah 

Indonesia yang tidak hanya dimiliki negara Indonesia saja. Kalimantan 

merupakan pulau yang dimiliki tiga negara sekaligis yaitu Indonesia, 

Malaysia dan Brunei Darussalam. Pulau Papua, Indonesia berbagi dengan 

Papua New Guinea, sedangkan Pulau Timor saat ini sebagaian menjadi 

milik Indonesia dan sebagian merupakan wilayah negara Timor Leste. 

4. Keempat, definisi Negara kepulauan meliputi beberapa negara yang 

secara yuridis merupakan Negara kepulauan, tetapi mereka tidak 

melakukan klaim atas Negara kepulauan. Contohnya negara Jepang, New 

Zealand dan Inggris. Tidak dijelaskan apakah suatu Negara mempunyai 

pilihan untuk menentukan negaranya sebagai Negara kepulauan, yang 

kemudian juga mempunyai pilihan untuk menggunakan archipelagic 

straight baseline, ataukah kewenangan untuk menggunakan archipelagic 

straight baseline merupakan konsekuensi dari penetapan sebagai Negara 

kepulauan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 47 bahwa suatu Negara 

dapat menarik garis pangkal lurus kepulauannya. 

Pada saat ini, terdapat 17 Negara yang telah memproklamirkan diri 

sebagai Negara kepulauam, yaitu: Antigua & Barbuda, Cape Verde, 

Comoros, Fiji, Indonesia, Kiribati, Marshall Islands, Sao Tome & Principe, 

Solomon `Islands, Trinidad, Tobago, Vanuatu, Papua New Guinea, 
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Philippines, Saint Vincent & The Grenadines, Tuvalu dan Jamaika. 

(Churchill and Lowe, 1983)
51

. 

Sejak jaman dahulu laut Natuna selalu menjadi jalur pelayaran dan niaga 

karena berada dalam kawasan maritim Laut Cina Selatan yang kini berubah 

nama menjadi Laut Natuna Utara. Laut Natuna menjadi penghubung antara 

Negara-Negara di Asia Tenggara dan Negara-Negara di Asia Timur, terutama 

Negara Tiongkok. Lokasi laut Natuna berada di persilangan jalur masuk ke 

peraian Malaka, Sumatra dan Kalimantan. Oleh karena itu pulau Natuna 

dijadikan titik utama dalam menghubungkan satu pelabuhan ke pelabuhan 

lain. Sehingga sampai saat ini kepulauan Natuna menjadi jalur utama untuk 

pelayaran Internasional
52

. 

Kabupaten Natuna memiliki titik koordinat: 010 18’ 00‛ - 060 50’ 15‛ 

Lintang Utara dan 1040 48’ 30‛ – 1100 02’ 00‛ BT. dengan luas wilayah 

sekitar 224.684,59 Km2. Wilayah Kabupaten Natuna memiliki luas lautan 

sebesar 99,11% atau 222.683,39 km2 dan 0.89% atau 2.001,30 km2 untuk luas 

daratan di Pulau Natuna (menurut BPS Kabupaten Natuna, 2017). Kabupaten 

Natuna memiliki 15 kecamatan. Kecamatan tersebut tersebar pada dua gugus 

pulau, yaitu:  

 

                                                           
51

 Dina Sunyowati, Enny Narwati, Buku Ajar Hukum Laut, (Surabaya: Tim e-Book Airlangga 

University Press, 2019),23. 
52

 Risa Herdahita Putri, ‚Kepulauan Natuna Pada Masa 

Kuno‛,https://historia.id/kuno/articles/kepulauan-natuna-pada-masa-kuno-PRVO9/, ‚diakses 

pada‛ 04 September 2020. 

https://historia.id/kuno/articles/kepulauan-natuna-pada-masa-kuno-PRVO9/
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1. Gugus Pulau Natuna, yang terdiri dari pulau pulau di Bunguran, Sedanau, 

Midai, Pulau Laut dan Pulau Tiga.  

2. Gugus Pulau Serasan, yang terdiri atas pulau pulau di Serasan, Subi Besar 

dan Subi Kecil
53

. 

Karena memiliki luas lautan sekitar 99,11% maka sumber daya di laut Natuna 

Utara memiliki potensi yang sangat besar. Didalam laut Natuna Utara 

terdapat minyak dan gas bumi yang sangat melimpah serta memiliki bebrapa 

jenis ikan dengan nilai jual yang tinggi diantaranya ikan pelagis, ikan 

demersal dan ikan karang
54

. 

Sebelum dikeluarkannya peta baru Negara Republik Indonesia yang 

berisikan penggantian nama dari laut Cina Selatan menjadi laut Natuna Utara. 

Laut Cina Selatan memiliki luas wilayah perairan sebesar 3,5 juta km². 

Dengan besarnya luas wilayah tersebut, perairan laut Cina Selatan melingkupi 

luas 39% dari keseluruhan luas wilayah perairan di Asia Tenggara yang 

berjumlah sekitar 8,9 juta km². Dibandingkan dengan total laut dunia, luas 

perairan Laut Cina Selatan sekitar 2,5% dari jumlah total laut dunia
55

.  

Karena luasnya wilayah perairan tersebut, membuat Negara di 

kawasan sekitar wilayah perairan tersebut seperti Negara Brunei Darussalam, 

Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Tiongkok, terlibat upaya konfrontatif dengan 
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 Amen Zulham, et al, Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap Di Natuna Dan 
Sekitarnya, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017),1. 
54

 Ibid.,2. 
55

 Fadhaly Nurman Hassanal Abdullah, Skripsi: ‚Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia 

Dalam Perubahan Nama Laut Tiongkok Selamat Menjadi Laut Natuna Utara Tahun 2017‛ 

(‚skripisi—universitas Islam Negeri Syarif Hiyadahtullah Jakarta, 2019),1. 
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mengklaim sebagian wilayah perairan Laut Cina Selatan sebagai 

kepemilikannya masing-masing
56

.  

Oleh karena itu untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia, 

pemerintah mengeluarkan peta baru Republik Indonesia dan dilakukannya 

perubahan nama menjadi Laut Natuna Utara guna melindungi batas bagian 

utara wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang bersinggungan 

langsung dengan negara lain agar tidak di klaim sepihak dengan Negara 

tetangga. Karena perubahan nama tersebut, menjadi titik awal permasalahan 

sengketa batas wilayah di Laut Natuna Utara antara Negara Indonesia dengan 

Negara China. Karena Negara China merasa pergantian nama wilayah yang 

dilakukan Negara Indonesia dilakukan secara sepihak.  

B. Sengketa Batas Wilayah Di Laut Natuna Utara  

Laut merupakan wilayah yang memiliki potensi kekayaan yang sangat 

besar serta dapat menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia. 

Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi berbagai konflik dan 

pelanggaran atas perbatasan wilayah laut. Masalah status wilayah dan ketidak 

jelasan batas-batas wilayah Negara sering menjadi sumber persengketaan 

diantara Negara-Negara yang berbatasan dan berdekatan. Persengketaan 

muncul diakibatkan oleh berbedaan penerapan prinsip terhadap penetapan 

batas-batas landas kontinen diantara Negara-Negara tetangga. 

Salah satunya adalah wilayah perairan Laut Cina Selatan yang terletak 

pada sebagian perbatasan Negara ASEAN. Diantaranya ada negara Indonesia, 
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Filipinam Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Wilayah perairan tersebut 

merupakan jalur pelayaran strategis dunia yang memiliki nilai asset tinggi.  

Kawasan Laut Cina Selatan menjadi pusat perhatian dan konflik dengan klaim 

sepihak negara China yang dinamakan nine dash line. Nine dash line atau 

sembilan garis putus-putus merupakan titik imaginer yang dibuat sepihak oleh 

negara China tanpa melalui konvensi hukum laut internasional dibawah PBB 

dan UNCLOS 1982.   

Yang mana China tercatat sebagai salah satu negara yang turut 

menandatanganinya dan secara resmi telah meratifikasi UNCLOS pada 15 

Mei 1996. Menurut negara China peta sembilan garis putus-putus milik negara 

mereka telah ada sejak tahun 1947 sebelum negara China menandatangi 

UNCLOS, namun sampai sekarang peta milik negara China tidak pernah 

diakui hukum internasional karena tidak memiliki landasan hukum yang sah. 

Ada banyak negara yang terkena dampak dari klaim sepihak negara 

China, salah satunya ialah negara Indonesia. Karena konflik Laut Cina Selatan 

ini Zona Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada pada wilayah laut Natuna 

masuk dalam peta nine dash line milik negara China
57

.  

Oleh karena itu tindakan negara China tersebut dalam Hukum 

Internasional dikatakan sebagai unitateral claim, yang tidak bisa serta-merta 

memaksa negara lain untuk mengakuinya. Karena hukum internasional 

mengenal apa yang dikatakan sebagai ‚persistent objection‛ (penolakan secara 

terus-menerus). Negara Indonesia selalu melalakukan ‚persistent objection‛ 
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 Faindatul Muslimah, et al, ‚Analisis Konflik Kepulauan Natuna Pada Tahun 2016-2019‛,  

Jurnal Hukum Pidana Islam,Vol.2,No.2(2020),88. 
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sejak awal dan tidak bergeming dengan sikap negara China sampai saat ini. 

Karena kawasan yang diklaim negara China merupakan daerah yurisdiksi 

Indonesia di Natuna, Kepualuan Riau. Yang sudah diakui oleh Konvensi 

Perserikatan Bangsa Bangsa dan telah diberi hak untuk berdaulat
58

.  

Sehingga akibat penerbitan sepihak dari peta sembilan garis putus-

putus milik negara China berdampak pada stabilitas keamanan dan ekonomi, 

karena negara Indonesia memiliki eksplorasi pertambangan minyak dan gas 

bumi di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tersebut. 

Terdapat dua hal yang merupakan sumber hukum dari konflik Laut 

Cina Selatan. Pertama adalah Hukum Laut Internasional dan kedua adalah 

UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh beberapa Negara di wilayah sekitar 

perairan tersebut. UNCLOS mengatur tentang perairan internal, perairan 

kepulauan, perairan territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas 

kontinen dan laut lepas. UNCLOS adalah Konveksi Hukum Laut PBB yang 

diterbitkan pada tahun 1982. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi 

UNCLOS 1982 dengan menerbitkan UU No. 17 tahun 1985.  

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, negara-negara pengklaim 

(claimant state) menggunakan aturan konvensi untuk memperpanjang 

yurisdiksi kedaulatan secara unilateral dan membenarkan klaim mereka di laut 

itu. Hal ini yang di antaranya memicu sengketa klaim wilayah maritim di Laut 
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 Prof. melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D, ‚Menjawab Provokasi Tiongkok Di Laut 

Natuna‛, https://law.ui.ac.id/v3/menjawab-provokasi-tiongkok-di-laut-natuna-2/ , ‚Diakses 

pada‛28 Juni 2021.   



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46 
 

 

Cina Selatan. Negara yang menggunakan UNCLOS dalam pengklaimannya 

adalah Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina
59

. 

Selain itu pada bulan Maret tahun 2016, karena memasukkan kawasan 

Laut Natuna Utara dalam peta sembilan garis putus-putus milik negara China, 

Negara China melakukan klaim historis  pada wilayah yang menjadi Zona 

Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sebagai kawasan perikanan 

tradisionalnya. Hal ini menyebabkan banyaknya nelayan-nelayan dari Negara 

China yang secara bebas menangkap ikan di kawasan tersebut dan 

mengakibatkan kerugian bagi Negara Indonesia. Selain itu kapal penjaga 

pantai milik China menghalangi kapal Indonesia yang sedang menangkap dan 

menggiring kapal illegal dari China yang melakukan Illegal Fishing di perairan 

Natuna
60

. 

Oleh sebab itu pada tahun 2017 pemerintah Indonesia dibawah arahan 

presiden Joko Widodo mengambil langkah dengan memperbaruhi peta 

nasional dimana perubahan tersebut merupakan hal positif dan berani untuk 

menjamin hak berdaulat, keamanan, dan kepastian hukum bagi Negara 

Indonesia. Penegasan batas-batas wilayah yang telah disepakati bersama 

dengan Negara-negara tetangga membut wilayah Indonesia memiliki 

kedaulatan dan hak berdaulat yang diakui di dunia internasional.  

Penggantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara 

merupakan salah satu langkah politik terbaik yang dilakukan Negara 
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 Yayat Ruyat, ‚Peran Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna Dan Menyelesaikan 

Konflik Laut Tiongkok Selatan‛,Jurnal Kajian Lemhannas RI, Vol.1,No.9(Maret 2017),135. 
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 Rizal Dwi Novianto, et al, ‚Penyelesaian Sengketa di Laut Natuna Utara‛, Jurnal Hukum 

Bisnis Bonum Commune,Vol.3,No.1(Februari 2020),76.  
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Indonesia guna menegaskan bahwa Negara Indonesia tidak berpihak pada 

negar yang melakukan klaim tanpa dasar hukum yang sesuai dengan The 

United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982). 

Kebijakan dilakukannya pembaruhan didasari atas keberanian dan 

kemenangan Negara Filipina dalam menggugat Negara China mengenai 

sengketa Laut Cina Selatan (LCS) di Mahkamah Arbitrase Internasional. 

Gugatan Negara Filipina merupakan langkah politis yang positif untuk 

mengingatkan Negara China agar tidak semena-mena sebagai negara besar 

yang berpengaruh di Asia.  

Keputusan pembaruan peta nasional dilaksanakan setelah adanya 

kesepakatan antara pemerintah Indonesia, Singapura, dan Filipina mengenai 

batas-batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari ketiga negara 

tersebut. Kesepakatan inilah yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah 

Indonesia. Selain telah terjadinya kesepakatan antara ketiga negara tersebut, 

perubahan nama Laut Cina Selatan (LCS) menjadi Laut Natuna Utara juga 

dipengaruhi oleh landasan historis, bisnis, dan geologis.  

Perubahan nama wilayah perairan tersebut juga mempertegas dan 

memperjelas wilayah NKRI agar navigasi yang melewati daerah tersebut 

mengerti bahwa wilayah tersebut merupakan Zona Ekonomi Esklusif (ZEE) 

milik Indonesia. Selain itu, apabila terjadi illegal Fishing diwilayah tersebut 

maka pemerintah Indonesia berhak melakukan tindakan secara langsung 

dalam bentuk lisan maupun perbuatan.  Dengan berubahnya nama tersebut 

maka menegaskan bahwa wilayah perairan itu bukan lagi Laut Cina Selatan, 
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sehingga dikemudian hari tidak akan ada klaim-klaim sepihak dari pemerintah 

China mengenai wilayah LSC (Laut China Selatan).  

Namun tindakan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

mendapat respon negatif dari pemerintah China. Melalui juru bicara 

Kementrian Luar Negeri Pemerintah China, Geng Shuang, mereka menolak 

dengan tegas tindakan toponimi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 

Negara China menganggap bawah apa yang dilakukan Negara Indonesia tidak 

mempunyai arti dan kekuatan, karena secara internasional, wilayah tersebut 

sudah disepakati secara jelas bernama Laut Cina Selatan. Sehingga pergantian 

nama baru yang dilakukan oleh Negara Indonesia tidak perpengaruh secara 

Internasional.  

Namun wilayah periran yang ada di Laut Cina Selatan tidak 

sepenuhnya milik Negara China, sehingga Indonesia pada dasarnya tidak 

melanggar ketentuan nasional maupun internasional, karena tindakan tersebut 

legal dan sah menurut sumber hukum yang berlaku
61

.   

Setelah pergantian nama wilayah tersebut, pada Bulan Januari tahun 

2020 lalu, karena China menolak tindakan toponimi Indonesia, RTT kembali 

melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Selain itu Negara China 

tetap melakukan unilateral claim untuk yang kesekian kalinya, bahwa lokasi 

perairan Natuna yang dilakukan illegal fishing oleh China merupakan kawasan 

tetap traditional fishing ground mereka. Negara China kembali memasuki 

kawasan perairan Natuna dengan di kawal kapal coast guard milik tiongkok 
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untuk melakukan illegal fishing di wilayah tersebut. Merunut hukum 

internasional apa yang telah dilakukan pemerintah China dianggap tidak 

memiliki landasan hukum. 

Sehingga atas pelanggaran yang telah di lakukan Negara China di 

wilayah perairan Laut Natuna Utara, pemerintah Indonesia akan mengambil 

langkah tegas yaitu dengan menempuh jalur diplomasi untuk menyelesaikan 

sengketa antara Negara China dengan melayangkan nota protes terhadap 

pemerintah Tiongkok melalui duta besar China yang ada di Jakarta
62

. 

C. Hubungan Antara Sengketa Batas Wilayah di Laut Natuna Utara Antara 

Indonesia dan China Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985   

Awal terbentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 adalah, 

dari disahkan nya United Nation Convention On The Law Of The Sea 

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) pada 30 April 

1982 di Negara New York dan telah ditandatangani oleh Negara Republik 

Indonesia bersamaan dengan seratus delapan belas penandatanganan lainnya 

di Montego Bay, Jamica pada tanggal 10 Desember 1982.  

Dimana United Nation Convention On The Law Of The Sea  mengatur 

tentang rejim-rejim hukum laut, termasuk rejim hukum Negara Kepulauan 

secara menyeluruh. Rejim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan 

peranan penting untuk menetapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara 
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 Risyal Hidayat, ‚Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara‛, 
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Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan  Nusantara sesuai amanat 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.  

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas bahwa perlu 

mengesahkan United Nation Comvention On the Law  of the Sea UNCLOS 

1982) tersebut dengan meratifikasinya menjadi Undang-Undang no 17 Tahun 

1985. Jika dibandingkan dengan Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang 

Hukum Laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum laut 

mengatur rejim-rejim Hukum Laut lebih lengkap dan menyeluruh. Ditinjau 

dari isinya, Konveksi Perserikan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tersebut 

mencakup:  

1. Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang sudah ada, misalnya 

kebebasan di Laut Lepas dan hak damai di Laut Teritorial. 

2. Pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai 

lebar Laut Teritorial menjadi maksimal 12 mil laut dan kriteria Landas 

Kontine. 

3. Mengeluarkan rejim-rejim hukum baru, seperti asas Negara Kepulauan, 

Zona Ekonomi Ekslusif dan pengembangan di Dasar Laut Internasional.   

Bagi Negara Indonesia, konvensi ini mempunyai arti yang penting karena 

untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yang telah lama diperjuangkan 

kini memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Yang dimaksud 

dengan ‚Negara Kepulauan‛ menurut konvensi ini adalah suatu negara yang 

keseluruhannya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat 

mencakup pulau-pulau lain. 
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Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar atau pangkal lurus 

kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang 

kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa:   

1. Didalam garis pangkal yang termasuk pulau-pulau utama  dan sebuah 

daerah memiliki perbandingan anatara daerah perairan dan daerah daratan, 

termasuk atol, yaitu satu banding satu (1:1) dan sembilan banding satu 

(9:1). 

2. Panjang garis pangkal tidak boleh melebihi 100 mil laut, dengan 

pengecualian sebagai berikut: 3% dari total jumlah tolak ukur yang 

mengelilingi setiap tolak ukur pulau bisa melebihi panjang ini sampai 

batas tertentu hingga 125 mil laut.  

3. Penarikan garis pangkal tidak boleh melanggar konfigurasi umum Negara 

Kepulauan.  

Negara Kepulauan berkewajiban menetapkan garis-garis dasar atau 

pangkal kepulauan pada peta dengan skala yang cukup untuk menetapkan 

posisinya. Dengan diakuinya asas Negara Kepulauan, maka perairan yang 

dahulu merupakan bagian dari Laut Lepas kini menjadi ‚perairan kepulauan‛ 

yang berarti menjadi wilayah perairan Republik Indonesia.  

Disamping ketentuan yang telah diatur diatas, syarat yang penting 

bagi pengakuan Internasional atas asas Negara Kepulauan adalah, dalam 

‛perairan kepulauan‛ berlaku hak lintas damai bagi kapal-kapal negara lain. 

Namun Negara Kepulauan dapat menagguhkan untuk sementara waktu hak 

lintas damai tersebut pada bagian-bagian tertentu dari ‚perairan 
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kepulauannya‛ apabila dianggap perlu untuk melindungi kepentingan 

keamanan. Negara Kepulauan dapat menetapkan alur laut kepulauan dan rute 

penerbangan diatas alur laut tersebut.  

Kapal asing dan pesawat asing berhak melewati alur laut kepulauan 

untuk transit dari bagian Laut Lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif atau 

bagian lain dari Laut Lepas dan Zona Ekonomi Eksklusif. Alur laut kepulauan 

dan rute penerbangan tersebut ditetapkan dengan menarik garis poros. Kapal 

dan pesawat asing yang melakukan lintas transit melalui alur laut dan rute 

penerbangan tidak diperbolehkan berlayar atau terbang melampaui 25 mil laut 

sisi kiri dan sisi kanan garis poros tersebut.  

Sekalipun kapal dan pesawat asing berhak melewati laut kepulauan 

melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut, namun hal lain diluar bidang 

pelayaran dan penerbangan tidak boleh mengurangi kedaulatan Negara 

Kepulauan atas air serta ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di 

bawahnya dan sumber kekayaan di dalamnya.  

Oleh karena itu, hak lintas alur laut kepukauan melalui rute 

penerbangan yang diatur dalam konvensi ini hanya mencakup hak lintas 

penerbangan melewati udara di atas alur laut tanpa mempengaruhi kedaulatan 

negara untuk pengatur penerbangan di atas wilayahnya sesuai dengan 

Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil atau kedaulatan negara 

kepulauan atas wilayah udara lainnya diatas perairan Nusantara.  

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, selain harus menghormati 

perjanjian imternasional yang sudah ada, negara kepulauan memiliki 
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kewajiban untuk menghormati hak-hak tradisional penangkapan ikan dan 

kegiatan lainnya dari negara tetangga yang berbatasan langsung, serta kabel 

laut yang sudah ada di bagian tertentu perairan kepulauan yang dulunya 

merupakan Laut Lepas. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Hukum Laut mengatur pula rejim-rejim hukum sebagai berikut: 

1. Laut teritorial dan zona tambahan  

2. Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional  

3. Zona ekonomi eksklusif  

4. Landasan kontinen  

5. Laut lepas  

6. Rejim pulau  

7. Rejim laut tertutup atau setengah tertutup  

8. Rejim akses negara tidak berpantai ked an dari laut serta kebebasan transit  

9. Kawasan dasar laut internasional  

10. Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut  

11. Penelitian ilmiah kelautan  

12. Pengembangan dan ahlih teknologi  

13. Penyelesaian sengketa 

14. Ketentuan penutup
63

 

 

sesuai dengan rejim-rejim hukum laut yang telah diatur diatas maka 

sudah jelas Negara China melanggar UU No 17 Tahun 1985, karena didalam 

undang-undang tersebut sudah tertera dengan jelas batas-batas laut dan 

wilayah. Namun Negara China tetap mengklaim sebagian perairan Laut 

Natuna Utara sebagai wilayah traditional fishing ground mereka dan 

mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah Laut Cina Selatan. 

Sedangkan Laut Natuna Utara milik Indonesia yang di klaim negara China 

bukanlah Laut Lepas dan tidak lagi menjadi wilayah Laut Cina Selatan. Lagi 
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pula peta sembilan garis putus-putus atau nine dish line yang dipergunakan 

Negara China untuk mengklaim sebagian perairan milik Negara Indonesia 

tidak pernah diakui oleh hukum laut internasional dan tidak termasuk dalam 

Konvensi  Perseritakan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. 

D. Penyelesaian Sengketa di Laut Natuna Utara 

Dalam menyelesaikan sengketa yang dialami oleh suatu negara, ada beberapa 

upaya yang dapat ditempuh cara penyelesaiannya, diantaranya adalah: 

1. Upaya Penyelesaian Secara Litigasi  

Dalam penyelesaian upaya ini dilakukan didalam pengadilan dengan 

dihadapkan secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa. Dimana 

masing-masing negara yang bersengketa memiliki kesempatan untuk 

mengajukan gugatan dan bantahan. 

2. Upaya Penyekesaian Secara Non-Litigasi  

Upaya secara non-litigasi adalah suatu upaya penyelesaian yang sering 

disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa.  

Sehubungan dengan sengketa yang melibatkan antara negara Indonesia 

dengan negara China di wilayah perairan Laut Natuna Utara, tentunya 

memerlukan adanya upaya yang dapat dilakukan agar kedua belah pihak 

mengakhiri sengketa yang dipersengketakan berdasarkan upaya penyelesaian 

yang telah dijelaskan diatas
64

. 

Pada bulan Maret 2020, Negara Indonesia dan China sepakat untuk 

menyelesaikan sengketa dengan jalan damai yaitu dengan cara mediasi. 
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Penyelesaian tersebut sesuai dengan UU No 17 Tahun 1985 dimana dalam 

undang-undang tersebut tertera bahwa setiap negara yang terlibat 

persengketaan harus menyelesaikan melalui jalan damai dimana sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.  

Dalam Undang-Undang ini mengatur sistem penyelesaian sengketa, 

dimana negara-negara yang terlibat persengketaan wilayah laut wajib tunduk 

pada salah satu lembaga penyelesaian sengketa yaitu, Mahkamah 

Internasional (I.C.J), Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Arbitrasi 

Umum atau Arbitrasi Khusus. Konvensi 1982 membentuk Pengadilan 

Internasional untuk Hukum Laut sebagai mahkamah tetap (standing tribunal) 

dan Arbitrasi Umum serta Arbitasi Khusus sebagai mahkamah ad hoc (ad hoc 

Tribunal)
65

.  

Dalam penyelesaian sengketa antara Negara Indonesia dengan Negara 

China, kedua negara tersebut sepakat memilih Mahkamah Internasional 

sebagai pihak mediator. Oleh karena itu diharapkan Mahkmah Internasional 

dapat bersikap netral tidak memihak diantara Negara Indonesia maupun 

Negara China. Dengan hasil kedua negara sepakat untuk saling menghormati 

satu sama lain. Selain itu Negara Indonesia menggap bahwa masalah sengketa 

dengan Negara China hanya kesalahpahaman di antara kedua negara 

tersebut
66

. 
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BAB IV  

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP SENGKETA BATAS WILAYAH 

LAUT NATUNA UTARA ANTARA INDONESIA DAN CHINA MENURUT 

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985 

 

A. Analisis Terhadap Sengketa Batas Wilayah Laut Natuna Utara Antara 

Indonesia dan China Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 

Setelah penjabaran tentang sengketa batas wilayah Laut Natuna Utara, 

mulai dari sejarah Laut Natuna, sengketa batas wilayah laut sampai 

penyelesaian sengketa, yang mana dalam hal persengketaan ini timbul 

penolakan dari menteri ketahanan terhadap pengklaiman sepihak yang 

dilakukan oleh negara China dengan mengirim nota protes kepada Kedutaan 

Besar China di Jakarta. Negara Indonesia menggugat Negara China karena 

telah melanggar ketentuan batas wilayah laut yang sudah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan UCLOS 1983. 

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 menjelaskan bahwa 

Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan 

dapat mencakup pulau-pulau lain dikatakan sebagai Negara Kepulauan.  

Namun untuk dikatakan sebagai ‚Negara Kepulauan‛, Negara 

Kepulauan wajib menetapkan garis-garis dasar atau pangkal kepulauan pada 

peta dengan skala yang cukup untuk menetapkan posisinya, Peta atau daftar 

koordinat geografi demikian harus diumumkan sebagaimana mestinya dan 

satu salinan dari setiap peta atau daftar demikian harus didepositkan pada 
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Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apabila Negara Kepulauan 

sudah melakukan hal yang telah ditetapkan maka secara otomatis akan 

diakuinya asas Negara Kepuluan, dan perairan yang dahulu merupakan bagian 

dari Laut Lepas kini menjadi ‚perairan kepulauan‛ yang berarti menjadi 

wilayah perairan Republik Indonesia.  

Selain itu untuk menetapkan batas laut teritorial dijelaskan dalam 

UCLOS 1982 pada Bagian 2 tentang Lebar Laut Teritorial, Batas Terluar 

Laut Teritorial, dan Garis Pangkal Biasa pada Pasal 3, 4 dan 5 yang mana 

didalamnya menjelaskan bahwa setiap Negara mempunyai hak untuk 

menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 

mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan dengan Konvensi ini. 

Batas terluar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik 

yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial. Kecuali 

ditentukan lain dalam Konvensi ini, garis pangkal biasa untuk mengukur lebar 

laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana yang 

ditandai pada peta skala besar yang secara resmi diakui oleh Negara pantai 

tersebut. 

Karena Laut Natuna Utara menjadi lokasi Zona Ekonomi Ekslusif 

maka dalam UU No 5 Tahun 1985 Pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa apabila 

Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi 

ekslusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan 

dengan Indonesia, maka batas Zona Ekonomi Ekslusif antara Indonesia dan 
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negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan 

negara yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, apabila ada negara anggota Konvensi yang melanggar 

ketentuan konvensi yang sudah di tetapkan maka harus menyelesaikan melalui 

jalan damai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan 

Bangsa-Bangsa. Dalam Konvensi mengatur sistem penyelesaian sengketa, 

dimana negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salah satu 

daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut: Mahkamah 

Internasional (I.C.J), Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Arbitrasi 

Umum atau Arbitrasi Khusus.  

Konvensi 1982 membentuk Pengadilan Internasional untuk Hukum 

Laut sebagai mahkamah tetap (standing tribunal) dan Arbitrasi Umum serta 

Arbitrasi Khusus sebagai mahkmah ad hoc (ad hoc Tribunal). Setiap sengketa 

mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi dapat diajukan untuk 

diselesaikan oleh salah satu dari empat macam lembaga penyelesaian sengketa 

tersebut, kecuali sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Bab XI 

Konvensi mengenai Kawasan Dasar Laut Internasional beserta lampiran-

lampiran Konvensi yang bertalian dengan masalah Kawasan Dasar Laut 

Internasional, yang merupakan yuridiksi mutlak Kamar Sengketa Dasar Laut. 

Sejalan dengan masalah persiapan pembentukan organ-organ Otorita Dasar 

Laut Internasional, maka pembentukan Pengadilan-Internasional untuk 

HUkum Laut beserta Kamar-kamar di dalamnya harus dipersiapkan pula oleh 

Komisi Persiapan sesuai dengan Ketentuan Resolusi I yang diambil oleh 
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Konperensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga, agar dapat segera berfungsi 

setelah Konvensi mulai berlaku.  

Dalam penyelesaian sengketa perebutan batas wilayah yang terjadi 

antara Indonesia dengan China di Laut Natuna Utara menurut pakar hukum 

internasional Professor Hikmahanto Juwana kasus sengketa tersebut tidak 

seharusnya diselesaikan di meja perundingan, mengingat China tidak 

mengakui Zona Ekonomi Ekslusif Natuna Utara. Sementara Indonesia juga 

tidak mengakui klaim Traditional Fishing Right China.  

China telah lama mengklaim Sembilan Garis Putus yang berada di 

tengah laut di Laut China Selatan dan menjorok masuk ke ZEE Natuna Utara. 

Klaim tersebut didasarkan pada alasan historis yang secara hukum 

internasional tidak memiliki dasar. Hal tersebut telah ditegaskan dalam 

Putusan Permanent Court Of Arbitration pada tahun 2016 dalam sengketa 

Filipina melawan China. Sembilan Garis Putus yang diklaim China pun tidak 

jelas koordinatnya, bahkan pemerintah China kadang menyebutnya sembilan, 

sepuluh, bahkan sebelas garis putus. 

Menurut beliau langkah nyata yang perlu dilakukan oleh Pemerintah 

adalah meningkatkan patrol di Natuna Utara dan melakukan penegakan 

hukum bila ada nelayan asing, termasuk nelayan asal China, yang melakukan 

penangkapan ikan secara illegal. Namun Menteri Pertahanan (kemenha) 

Prabowo Subianto, melalui Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan 

Hubungan Antar-Lembaga Menha Dahnil Anzar Simanjutak, menyatakan 

akan menyelesaikan melalui jalan damai diplomasi dalam menangani klaim 
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China atas perairan Laut Natuna Utara. Beliau mengaskan bahwa langkah 

damai harus diprioritaskan  

Maka dari ketentuan UNCLOS 1982 dan UU No 17 Tahun 1985 yang 

menyatakan apabila ada anggota Konvensi yang bersengketa, harus 

diselesaikan melalui jalan damai, selaras dengan pernyataan Kementrian 

Pertahanan Prabowo Subianto dalam mengambil langkah damai.   

Dengan demikian dapat dikatan dalam penyelesaian sengketa 

menangani klaim China atas perairan Laut Natuna Utara sebagai Lex Superior 

Derogat Legi Inferior yang mana asas penafsiran hukum yang menyatakan 

bahwa hukum yang tinggi (lex superior) mengesampingkan hukum yang 

rendah (lex inferior). Karena dalam menangani persengketaan antara Indonesia 

dan China, pemerintah Indonesia memilih jalur damai yang sesuai dengan 

ketentuan UNCLOS 1982. Sehingga dapat dikatan UNCLOS 1982 harus 

didahulukan karena merupukan hukum yang lebih khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61 
 

 

B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Sengketa Batas Wilayah Laut Natuna Utara 

Antara Indonesia dan China Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 

Dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah yang mana membahas tentang 

hubungan antara pemimpin negara dengan rakyatnya, menjelaskan bawah 

dalam Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut dan United Nation On The Law Of The 

Sea Tahun 1982, sudah dijelaskan apabila ada negara anggota Konvensi yang 

bersengketa harus diselesaikan melalui jalur damai. Ketentuan tersebut sesuai 

dengan syariat islam yang berlaku. Dasar hukum dalam islam ada empat 

pokok yaitu, Al-Qur’an, hadis, Ijma’, dan Qiyas. Dari keempat dasar hukum 

tersebut yang menjadi analisis dasar hukum adalah Al-Qur’an. Dan yang 

menjadi fokus utamanya ialah Wazir. Salah satu Firman Allah dalam Al-

Qur’an yang menjelaskan tentang Wazir berbunyi: 

سِٔزُا  ََ ٌَارَُنَ  جَعَهىاَ مَعًٌَ اخَُايُ  ََ ْٕىاَ مٌُسَّ انكِتاَبَ  نقدَْ آتَ ََ  

Arab-Latin: Wa laqad ataina musal-kitaba wa ja’alna ma’ahu akhahu 

haruna wazira, 

Artinya: ‚Dan sungguh, Kami telah memberikan kitab (Taurat) 

kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun Saudaranya, menyertai dia 

sebagai wazir (pembantu)‛  [QS. Al-Furqon: 35] 

Penafsiran surat Al-Furqon ayat 35 menurut Al-Muyassar atau 

Kementrian Agama Saudi Arabia ialah bahwasannya Allah SWT telah 

menurunkan Kitab Taurat kepada Nabi Musa dan Allah SWT telah 

menjadikan Harun, saudara Nabi Musa sebagai seorang Rasul agar dapat 
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menyertai Nabi Musa sebagai wazir (pembantu) dalam melaksanakan dakwah 

didepan raja Fir’aun dan kaumnya.  

Sehingga dari ayat Al-Qur’an diatas dapat disimpulkan bahwasannya 

Wazir merukan pemabntu Imamah dalam melaksanakan tugasnya. Tugas dari 

seorang wazir mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang 

maupun pena, yang dapat diartikan bahwa Wazir merukapan panglima 

tertinggi dan berhak mengumumkan perang apabila terjadi suatu sengketa 

dengan Negara lain. Atau dapat dikatan bahwa Wazir bertugas untuk 

menyelesaikan permasalahan internal maupun eksternal. Dan Wazir bertugas 

sebagai pengawasan administrasi Negara.  

Oleh karena itu apabila Negara sedang terlibat suatu persengketaan 

dengan Negara lain terkait perebutan wilayah dapat berdampak terjadinya 

krisis politik antara kedua Negara tersebut dan keamaan di wilayah yang 

diperebutkan dapat mengancam masyarakat sekitar. Maka sebab itu apabila 

terjadi persengketaan  seperti yang terjadi pada Negara Indonesia dengan 

Negara China terkait perebutan batas wilayah di Laut Natuna Utara maka 

seorang Wazir Amirul Jaisy (panglima militer) atau dapat dikatakan Mentri 

Pertahanan wajib menyelesaikan sengketa menurut hukum Islam yang 

berlaku.  

Dalam islam apabila terjadi sengketa atau pertikaian antara dua 

negara maka seorang Wazir Amirul Jaisy atau Menteri Pertahanan  

diharapkan dapat menyelesaikan dengan cara jalan damai alih-alih 

menggunakan jalur perang. Menurut seorang ulama Ibnu Katsir dalam 
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penyelesaikan suatu sengketa tentang perebutan wilayah antara dua negara 

hendaknya di selesaikan secara damai tanpa adanya perang untuk menhindari 

dosa yang didapat. Selain itu menurut Ibnu Katsir lebih baik kedua negara 

yang bersengketa melakukan musyawarah, berunding dan menjalin kerja 

sama kembali sebagai bentuk amalan dan menjaga batas wilayah masing-

masing sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.  

Pendapat Ulama Ibnu Katsir tesebut selaras dengan Firman Allah 

SWT dalam Al-Qur’an yang berbunyi: 

اِحْدَاىهُمَا عَلَى وَاِنْ طآئفَِتانَِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلْوْا فَاصَْلحُِوْا بَيْنَهُمَا, فَاِنْ بَغَتْ 

ا , الْْخُْرَا ى فَقَاتلِوُا الَّتيِْ حَتّى تَفِيْءَ اِلى امَْرِ اللهِ , فَاِنْ فَآصْلحُِوْا بَيْنَهُمَا باِلْعَدْلِ وَاقَْسِطُوْ 

 اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمٌقْسِطِيْنَ 

 

Arab-Latin: Wa in ṭā̀ifatāni minal-mu`minīnaqtatalụ fa aṣliḥụ 

bainahumā, fa im bagat iḥdāhumā 'alal-ukhrā fa qātilullatī tabgī ḥattā tafī̀a ilā 

amrillāh, fa in fā̀at fa aṣliḥụ bainahumā bil-'adli wa aqsiṭụ, innallāha yuḥibbul-

muqsiṭīn 

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin 

berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua 

berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) 

yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. 

Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 

antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai 

orang-orang yang berrlaku adil. [Al-Hujurat ayat 9]  
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Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Menteri Pertahanan atau 

Wazir Amirul Jaisy dalam langkah penyelesaian perkara antara Negara 

Indonesia dengan Negara China terkait sengketa batas wilayah di Laut 

Natuna Utara dapat diselesaikan menggunakan hukum islam dengan 

berdamai dan kembali memegang teguh kitab sucinya, serta tidak bercerai 

berai atau saling memusuhi.  

Maka dari ketentuan Al-Qur’an yang menyatakan setiap negara yang 

bersengketa, diharapkan diselesaikan melalui jalan damai, selaras dengan 

pendapat ulama yang menyatakan alangkah baiknya bila diselesaikan dengan 

damai.  

Dengan demikian dapat dikatakan dalam penyelesaian sengketa 

menangani klaim China atas perairan Laut Natuna Utara sebagai Lex 

Superior Derogat Legi Inferior yang mana asas penafsiran hukum yang 

menyatakan bahwa hukum yang tinggi (lex superior) mengesampingkan 

hukum yang rendah (lex inferior).  

Karena dalam menangani persengketaan antara Indonesia dan China, 

sesuai dengan hukum islam pemerintah Indonesia menggunakan jalur damai 

yang mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa dalam islam, Al-Qur’an harus didahulukan karena 

merupakan hukum yang lebih khusus. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Bedasarkan hasil pembahasan di atas dan disertai data yang ditemukan 

terhadap sengketa batas wilayah laut natuna utara antara Indonesia dan 

china menurut undang – undang nomor 17 tahun 1985 dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sengketa batas wilayah laut sampai penyelesaian sengketa antara 

negara Indonesia dan China sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 1985 dan UCLOS 1983. Negara Indonesia memiliki 

hak mengajukan gugatan pada negara China karena telah melanggar 

ketentuan batas wilayah. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 2 ayat 3 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisikan apabila ada 

negara anggota Konvensi yang melanggar ketentuan konvensi yang 

sudah ditetapkan maka harus menyelesaikan melalui jalan damai. 

Konvensi mengatur sistem penyelesaian sengketa didukung oleh 

lembaga penyelesaian Mahkamah Internasional (I.C.J), Pengadilan 

Internasional untuk Hukum Laut, Arbitrasi Umum atau Arbitrasi 

Khusus. Sebab dalam menangani persengketaan antara Indonesia dan 

China, pemerintah Indonesia memilih jalur damai yang sesuai dengan 

ketentuan UNCLOS 1982. 
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2. Fiqh Siyasah terhadap sengketa batas wilayah Laut Natuna Utara 

antara Indonesia dan China termasuk dalam kategori Siyasah 

Dusturiyah yang membahas tentang wizarah atau pembantu Imamah 

yang dapat diartikan sebagai menteri yang bertugas menyelesaikan 

permasalahan internal dan eksternal dalam negara dan sebagai 

pengawas administrasi negara. 

B. Saran  

Demi mewujudkan terbentuknya perdamaian antara anggota 

negara-negara dalam konvensi UNCLOS 1982, saran-saran yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Diharapkan pemerintah dari kedua negar lebih tegas, jelas dan kritis 

dengan adanya masalah sengketa antara kedua negara agar tidak 

terjadi perseteruan atau kesalah pahaman antar negara tersebut. 

2. Diharapkan kedua negara lebih tegas dalam menyikapi batas wilayah 

perairan agar tidak terjadi adanya tumpang tindih dengan negara lain. 

3. Diharapkan pemerintahan China tidak lagi mengkalim wilayah 

perairan dengan menggunakan nine dish line karena peta sembilan 

garis putus-putus milik negara China tidak pernah diakui oleh Hukum 

Internasional.   
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